BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan
1. Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku tindak pidana suap dalam
Pengaturan Skor (Match Fixing) Pertandingan Sepak Bola di Indonesia
Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap
dilaksanakan oleh Kepolisian dan kejaksaan berdasarkan tempat dimana
kasus ini muncul beseérta organisasi Sepak Bola Nasional yang dikenal
dengan PSSI (Persatuan Sepak Bola Seuruh Indonesia),pelaku Tindak
Pidana Suap dalam Pengaturan Skor (Match Fixing) dapat dijerat dengan
Undang-Undang No 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap Jo Pasal
55 ayat (1) dan Pasal 56 KUHP, pada pelaksanaan penegakan hukum
terdapat 2 jalur penyelesaian perkara yaitu dengan cara Litigasi dan Non
Litigasi, pada jalur Litigasi pelaku jika terbukti memenuhi unsur tindak
pidana suap maka akan dikenakan pada pasal 2 dan pasal 3 UU No 11
Tahun 1980 Tentanng Tindak Pidana Suap sedangkan jika pelaku tidak
memenuhi unsur;. pidana —di ~dalam perbuatannya melakukan praktik
pengaturan skor maka proses penegakan dan penyelesaian perkara melalui
jalur Non Litigasi dimana pelaku alan dikenakan Hukuman oleh Federasi
Sepak bola dalam hal ini PSSI (Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia)
melalui Kode disiplin PSSI Tahun 2018. Praktik penegakan hukum di
lapangan pun belum sempurna di karenakan hukuman yang diberikan

kepada pelaku hanya dari Federasi (PSSI) dan sangat jarang dibawa ke



ranah Pidana, hal tersebut seiring dengan kendala yang dihadapi oleh
aparat penegak hukum di lapangan.

. Kendala yang dihadapi oleh Aparat Penegak Hukum dalam Melaksanakan
Tugas mengungkap Praktik Pengaturan Skor (Match Fixing) dalam
Pertandingan Sepak Bola di Indonesia yaitu:

a) Barang bukti, Penyidik mengungkapkan bahwa yang menjadi kendala
dalam penegakan hukum pidana pengaturan skor (Match fixing)
pertandingan sepakibala Isalah: satunyas yaitu barang. bukti. Penyidik
berhati-hati dalam membuktikan bahwa handphone ini dipergunakan
secara langsung untuk melakukan tindak pidana, diperuntukkan
melakukan tindak pidana atau mempunyai hubungan langsung dengan
tindak pidana yang dilakukan. Karena tersangka dalam melakukan
tindak pidana pengaturan skor ini banyak menggunakan sarana
handphone untuk berkomunikasi dalam memberi atau menjanjikan
sesuatu penyuapan kepada pihak yang diajak. Belum lagi jika terdapat
saksi yang mangkir dalam pemanggilan pemeriksaan, pihak kepolisian
juga memerlukan keterangan. saksidalam pembuktian adanya tindak
pidana dalam kasus ini, ini juga memperlambat proses penyelidikan
maupun penyidikan untuk bahwa handphone tersebut digunakan

b) Kasus pertama yang ditangani, kasus ini merupakan kasus pertama
yang ditangani oleh kepolisian pada umumnya, sehingga
membutuhkan suatu penyesuaian terkait dengan pemeriksaan saksi.

c) bahwa belum semua penyidik memahami adanya Undang- Undang

No. 11 Tahun 1980 tentang Suap yang dapat digunakan untuk



menjerat pelaku suap dalam pertandingan sepak bola atau dalam

perkara pengaturan skor (Match Fixing)

B. Saran

1. Hendaknya aparat penegak hukum dalam hal ini pihak kejaksaan,
kepolisian beserta federasi sepak bola nasional (PSSI), dengan kendala
yang ada, Penulis memberikan saran yang didasarkan atas teori penegakan
hukum dari Lawrence Friedman, yakni struktur, substansi, dan kultur
hukum. =~ Perbaikan ' pada masing-masihg komponen itu dapat
menyelesaikan seluruh persoalan atau kendala penegakan hukum tidak
terkecuali penegakan hukum dalam perkara pengaturan skor (Match
Fixing) yang terjadi di Indonesia.

2. Penulis berharap kepada DPR RI (Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia)
dengan hak dan wewenangnya di bidang Legislasi agar melakukan revisi
terhadap Undang-Undang No 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap
yang mana dalam sanksi Pidana nya masih tergolong singkat dan tidak

memberi efek jera terhadap pelaku.



